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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi
Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden
Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat maka Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

perlu disesuaikan dan diubah guna pelaksanaan
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Mengingat

pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
yang lebih optimal, tertib, terarah, dan akuntabel;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 16);

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2018 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 219);



10.

11.

12.
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor O05/PRT/M/2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai
di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
225);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai
Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1861);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 04/PRT/M/2016 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja
Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 225) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2

Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada:

a. Menteri;
pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

c. pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan
pelatihan;

d. pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat berdasarkan keputusan dari instansi
induknya; dan

e. pegawai lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Pasal 3 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)
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Pasal 6
Pegawai wajib memenuhi Waktu Kehadiran yang
telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5.
Apabila pegawai tidak dapat memenuhi ketentuan
Waktu Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang diakibatkan karena:
a. terlambat masuk kerja;
b. pulang sebelum waktunya;
c. tidak berada di tempat tugas; dan/atau
d. tidak mengisi daftar hadir,
pegawai yang bersangkutan harus memberikan
alasan yang sah.
Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan secara tertulis dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam bentuk surat izin
yang disetujui oleh atasan langsung.
Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:
a. izin terlambat masuk kantor;
b. izin pulang sebelum waktunya;
c. izin tidak berada di tempat tugas; dan
d. izin tidak mengisi daftar hadir.
Apabila pegawai tidak dapat memenuhi ketentuan
Waktu Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) karena tidak masuk kerja harus melampirkan
surat cuti.
Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri
atas:
a. cuti tahunan;
b. cuti besar;
c. cuti sakit;
d. cuti melahirkan;
e. cuti karena alasan penting; dan
f.  cuti di luar tanggungan Negara.
Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) meliputi:



